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A. Kualitas Produk
1. Pengertian Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan penggerak kepuasan pelanggan yang
pertama dan kualitas produk ini adalah dimensi yang global.*® Kualitas
produk merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas merupakan
salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang
harus memberi kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling
tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing.

Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar
teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang
diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Konsumen akan lebih
menyukai dan memilih produk yang mempunyai kebutuhan dan
keinginanya. Pengaruh kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan
profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang berkaitan erat. Semakin
tinggi pula tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan
yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan sering kali

biaya sering rendah.*®

'® Darmadi Durianto, Brand Equity Ten Strategy Memimpin Pasar, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004), him. 38

19 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas Jilid 1,
(Jakarta: Erlangga, 2009), him. 144
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Kualitas memiliki dampak langsung pada Kkinerja produk atau jasa.
Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka perlu suatu
standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk
yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga
konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang
bersangkutan. Pasar yang tidak memperhatikan kualitas produk yang
ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya konsumen sehingga
penjualan produknya pun akan cenderung menurun. Jika pemasar
memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat dengan periklanan dan harga
yang wajar maka konsumen tidak akan berfikir untuk melakukan
pembelian.

Kualitas produk dalam praktik bisnis apapun sangat diperlukan, oleh
karena itu pebisnis perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kualitas
yang dirasakan (perceived quality) oleh konsumen, dalam literatur
pemasaran kualitas didefinisikan : (a) sebagai penilaian pelanggan
terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk
(zeithaml,1988), (b) sampai tingkat apa produk atau jasa memenuhi
kebutuhan pelanggan, (c) sampai tingkat apa produk atau jasa bebas dari
kekurangan/kegagalan (Andreassen, 1997), (d) keseluruhan ciri dan sifat
dari produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kano, 1993), (e) keunggulan
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suatu produk atau pelayanan dilihat dari fungsinya secara relatif dengan
produk lain (Amin Wijaya, 2003).%°

Dari pandangan para ahli di atas, ternyata kualitas produk yang
diinginkan konsumen sangat relatif, tetapi bagi pebisnis yang penting
adalah:

a. Perlu mengenal produk yang dibutuhkan dan dinginkan konsumen
sebelum dibuat atau dipasarkan atau diperdagangkan (sebagai
distributor peritail).

b. Perlu mengonfirmasikan kesesuaian produk yang dinginkan konsumen.

c. Merincikan karakteristik produk sehingga beda dari produk lain
(product differentiation).

2. Produk-Produk Perbankan Syariah
Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan
berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh

Bank Syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara

umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat.

Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari

para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berwenang

mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada

tingkat operasionalnya. Hasil produk umum perbankan syariah dimaksud,

yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional Laporan itu

20 Al Hasan, Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), him. 167
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mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau telah
menyimpang. Sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara yang
mayoritas berpenduduk muslim.

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang
dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan
syariah yang diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan
di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Produk-produk
perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah
nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut:

a. Pendanaan (funding)

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk
memobilisasi dan investasi tabungan untuk  pembangunan
perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil
dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal
penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan
menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka
mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.?

Upaya penghimpunan dana dirancang sedemikian rupa untuk
menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Prinsip utama dalam

funding (penghimpun dana) adalah kepercayaan. Artinya kemauan

122

2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), him.
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masyarakat untuk menaruh dananya pada bank sangat dipengaruhi oleh

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.??

Jumlah dana yang dapat dihimpun dalam perbankan tidak terbatas.

Namun demikian, perbankan syariah harus mampu mengidentifikasi

berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya

sehingga memiliki nilai jual yang layak. Penghimpunan dana di

perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip

operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana

masyarakat adalah prinsip wadi ‘ah dan mudharabah.?®

Tabel 2.1

Bentuk Produk Pendanaan

Giro
-Wadi’ah
- Qardh

Tabungan
-Wadi’ah

- Qardh

- Mudharabah

Deposito/Investasi
—Mudharabah

Obligasi/Sukuk
-Mudharabah

-ljarah

1) Prinsip Giro Wadi’ah

Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro

wadiah dan giro mudharabah. Walau demikian dalam praktiknya

giro wadiah yang paling sering digunakan, mengingat motivasi

utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam

lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapat keuntungan. Di

samping itu juga apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka

22 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press,

2004), him. 149

2 adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2006), hal. 107
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penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilasanakan mengingat sifat
dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk
menentukan untung atau rugi. Sehinga hanya produk berupa giro
wadiah yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan
pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat
keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak
boleh diperjanjikan di awal akad.** Giro wadiah adalah penempatan
dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank
bolen memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan
nasabah dengan prinsip wadiah.”

Prinsip Mudharabah

Dalam pengaplikasian prinsip mudharabah penyimpan atau
deposit sebagai shohibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai
mudhorib (pengelola). Mudharabah berasal dari kata Dharb yang
artinya memukul atau berjalan. Sedangkan menurut syara’,
mudharabah merupakan akad antara dua pihak untuk bekerjasama
dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan

dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari

** Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2009), him. 86
> Fatkur Rohaman, Memahami Bisnis Bank Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia,

2014), him. 85
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usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati bersama.

Prinsip mudharabah biasanya diaplikasikan di perbankan
syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka, tabungan
yang dimaksudkan adalah untuk tujuan tertentu yaitu tabungan haji,
tabungan rencana, tabungan kurban, serta deposito berjangka.
Menghitung nisbah bagi hasil untuk produk pendanaan atau
simpanan bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis
produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya
operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi
mudharabah yang mendapat return bagi hasil, sementara itu untuk
produk simpanan dengan skema titipan atau wadiah maka return
yang diberikan berupa bonus.*®

b. Pembiayaan (lending)

Beradasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan
adalah : “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan
sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.”’

Contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang

digunakan sebagai berikut:

345

*® Al-Arif Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adi Citra, 2011), him.

%7 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pengertian Pembiayaan.
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Tabel 2.2

Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk Pembiayaan

Prinsip

Modal kerja

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam

Investasi

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,

istishna, ljarah, ijarah Muntahiya Bittamlik

Pengadaan Barang dan

Investasi, Aneka Barang

Murabahah, ljarah Muntahiya Bittamlik,
Musyarakah Mutanagisoh

Perumahan, Properti

Murabahah, ljarah Muntahiya Bittamlik,
Musyarakah Mutanagisoh

Proyek

Mudharabah, Musyarakah

Ekspor

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

Produksi Agribinsis/ sejenis

Salam, Salam paralel

Manufaktur, konstruksi

Istishna, Istishna paralel

Penyertaan

Musyarakah

Surat Berharga

Mudharabah, Qardh

Sewa Beli

ljarah Muntahiya Bittamlik

Akuisisi Aset

ljarah Muntahiya Bittamlik

Berikut ini adalah jenis produk pada penyaluran dana:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang

diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia

mengemukakan bahwa Bai Murabahah (bai’ul murabahah) jual

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunan yang

disepakati. Dalam Bai Murabahah penjual harus memberitahu

harga produk yang

la beli

dna menentukan suatu tingkat
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keuntungan sebagai tambahannya. Dalam Glosari Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional djelaskan bahwa murabahah adalah
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi
sebagai laba.”®
b)Salam dan Salam Paralel

Salam dan Salaf (meminjam) memiliki arti yang sama. Salam
adalah sejenis penjualan dan bisa didefinisikan sebagai pembelian
suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan
pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau
penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan
sebagai imbalan atas pembayaran segera. Salam adalah akad jual
beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman
oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera
oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai
dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai
pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank
bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain
untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal
ini disebut salam paralel.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, BI-

DPbs, menyebutkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan

28 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hiIm. 169
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salam bahwa Bai’ Salam (bai’us salam) adalah jual beli barang
yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran
dilakukan di muka. Salam (bai’ as-salam) adalah jual beli barang
dengan carar pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka,
dengan syarat-syarat tertentu. Salam Paralel (as-salam al-
muwaziy) adalah dua bai’ as-salam yang dilakukan oleh para pihak
secara simultan. Sedangkan salaf dlam figh muamalah merupakan
istilah lain untuk akad bai’ as-salam.

Dalam Lampiran Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional menyebutkan bahwa salam adalah jual beli barang dengan
cara pemesanan dan pembayaran harga lebih ahulu dengan syarat-
syarat tertentu. Salam Paralel adalah salam yang dilakukan oleh
lembaga keuangan syariah kepada produsen barang atas transaksi
alam dari pihak lain.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli
dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak
dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank
bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan
kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank.
Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum
yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya,.
Barang pesnan harus sesuai dengan karakteristik yang telah

disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang
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dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab
atas kelalaiannya.”
¢) Istishna dan Istihna Paralel

Istishna adalah akad jual beli antara al-mstashni (pembeli) dan
as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).
Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk
menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang
disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau
ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
dijelaskan pengertian istishna bahwa akad jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli,
mustashni) dan penjual (pembuat, shani).

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, BI-
DPbs menyebutkan bahwa Bai’ al-istishna adalah kontrak penjual
antara pembeli dan pembuat barang, menurut spesifikasi yang telah
disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah
pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah
pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan

sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Istishna adalah

2 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 225
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akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan/pembeli  (mustashni’) dan penjual/pembuat (shani’).
Istishna Paralel adalah dua transaksi bai’ al-istishna yang
dilakukan oleh para pihak secara simultan.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli
dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang
pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang
pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang
meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya,. Barang
pesnan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati
antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang
dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus
bertanggung jawab atas kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan
barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada
saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu
transaksi istishna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian
memesan kepada piak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan
barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna

paralel.*

30 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 246
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2)Pembiayaan dengan prinsip sewa (ljarah dan ljarah Muntahiya
Bittamlik)

ljarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas
obyek sewa yang disewakannya. ljarah Muntahiya Bittamlik adalah
akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa
untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya
dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu
sesuai dengan akad sewa.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang
diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia
mengemukakan bahwa ljarah (sewa-menyewa) adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. ljarah
Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan
pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak
jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri
dengan kepemilikan barang di tanagn si penyewa.

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah memberikan
pengertian mengenai ijarah yaitu akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran

sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu
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sendiri. ljarah  merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa
perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait,
degan atau tanpa wa’ad untuk memindahkan kepemilikan dari
pemilik (mu jir) kepada penyewa (musta ’jir) pada saat tertentu.>*

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
a) Musyarakah dan Musyarakah Mutanagisoh

Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank
Indonesia menjelaskan pengertian musyarakah yaitu saling
bekerjasama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation,
partnership). Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan atas
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang
disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar
partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi

perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal

3 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 264
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kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi
modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank
berhak ikut serta dalam mengelola usaha.

Musyarakah fil Ribhi atau bagi hasil (profit sharing) adalah
berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah,
prinsip utama yang dilakukan oleh bank syariah. Hubungan yang
terjalin dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik
modal (shahibul maal) dan pekerja (mudharib).

Muhalagah atau kerjasama di sektor perkebunan adalah akad
kerjasama bagi hasil dalam perkebunan dimana hasil perkebunan
dibagi antara pengelola kebun dengan pemilik kebun berdasarkan
nisbah yang disepakati. Dalam aplikasi pebankan, pihak bank
bertindak selaku penyedia kebun dan nasabah bertindak selaku
pengelola.

Mukhabarah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara
pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan
lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen yang
benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara
pemilik sawah/tanah dan penggarap dngan perjanjian bahwa
hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai
kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik

tanah. Oleh sebagian ulama, akad mukhabarah diperbolehkan,
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berdasarkan hadits Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya Nabi
telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar agar ditanami
dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi
sebagian hasilnya” (HR Muslim dari Ibnu Umar r.a.)

Musagah adalah akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertania kepada penggarap untuk ditanami dan
dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang
disepakati dari hasil panen yang beihnya berasal dari pemilik lahan.
Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, musagah merupakan
produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau
agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas
penyiraman dan pemeliharaan.

Muzara’ah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan
menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami
dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen
yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Aplikasi dalam Lembaga
Keuangan Syariah, muzara’ah merupakan produk khusus yang
dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis.

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah memberikan
beberapa pengertian yang berhubungan dengan transaksi

musyarakah bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua
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pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko
berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, aset
setara kas, atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Mitra aktif adalah mitra yang mengeola usaha musyarakah,
baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra
tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha
musyarakah.>

Untuk produk kepemilikan rumah, bank syariah dapat
menjalankan  dengan  akada  musyarakah  muntanagisah
(musyarakah menurun). Dalam ketentuan umum fatwa Dewan
Syariah  Nasional nomor  73/DSN-MUI/XI/2008 tentang
Musyarakah Mutanagisah bahwa musyarakah mutanagisah adalah
musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau
modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian
secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah mitra, yakni
pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah). Hishshab
adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang

bersifat musya’. Musya’ adalah porsi atau bagian syarik dalam

32 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 295
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kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat
ditentukan batas-batasnya secara fisik. >
b) Mudharabah

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang
terkait dengan mudharabah yaitu mudharabah, mudharabah
mutlagah, dan mudharabah mugayyadah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak
pemilik dana (shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana
(mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang
disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).
Istilah lain dari mudharabah adalah mugaradhah dan giradh.

Mudharabah Mutlagah atau akad mudharabah tanpa
pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara shabhibu maal dan
mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam figh
seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan
sesukamu) dari shabhibul maal kepada mudharib yang memberi
kewenangan penuh.

Mudharabah Mugayyadah atau akad mudharabah dengan

pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan

33 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 315



38

mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu, dan daerah bisnis.>*
4)Pinjaman (Qardh)

Sesuai dengan fungsinya Bank Syariah harus melaksanakan
fungsi sosial, yaitu berupa menghimpun dan menyalurkan dana zakat
dan dana kebajikan. Disamping itu dalam melaksanakan fungsi ini
bank syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong menolong
yaitu pinjaman Qardh, yaitu pinjaman uang. Sesuai karakteristik
ekonomi syariah uang bukan komoditi sehingga tidak diperkenankan
uang menghasilkan atau bertambah uang. Pinjaman Qardh ini
dilakukan oleh Bank Syariah dalam transaksi talangan haji, talangan
cerukan atau overdraf dari rekening wadiah, transakai Rahn,
Hawalah dan sejenisnya.

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu
yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank
Indonesia menjelaskan bahwa gardh (pinjaman) adalah suatu akad
pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman

wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

34 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 319
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Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Qardh

sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor

19/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 (fatwa, 2006)

dimana disebutkan ketentuan umum al Qardh yaitu:

a)

b)

f)

Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugtaridh) yang memerlukan

Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana
dipandang perlu

Nasabah gard dapat memberikan tambahan (sumbangan) senagn
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah
memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang
jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off)
sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59

tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang Qardh

sebagai berikut:

a) Pinjaman gardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
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kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan
yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima
imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di
dalam perjanjian. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah,
paragraf 139)

Bank syariah di samping memberikan pinjaman gardh, juga
dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qgardhul hasan.
Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang
memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut
selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah
yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam
mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian
tersebut dapat mengurangijumlah pinjaman. Pelaporan gardhul
hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan
penggunaan dana gardhul hasan karena dana tersebut bukan
aset bank yang bersangkutan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan
Syariah, paragraf 140)

Sumber dana gardhul hasan berasal dari eksternal dan internal.
Sumber dana eksternal meliputi dana gardh yang diterima bank
syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq,
shadagah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para

pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber
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dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman gardhul hasan.
(PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 141)*
3. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan
Dalam hal pembiayaan, pihak bank atau lembaga keuangan syariah
harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nsabah
atau anggotanya, adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan antara
lain:
a. Character of Akhlag
Dalam memilih anggota, pihak lembaga harus memperhatikan karakter
calon anggota pembiayaan yang dapat diperoleh melalui cerita dari
observasi lingkungan sekitar calon anggota seperti tetangga atau
keluarganya.
b. Condition of Economy
Pihak Lembaga harus memeriksa dan memperhitungkan kondisi
ekonomi atau usaha calon anggota pembiayaan pada saat pengajuan.
c. Capacity
Lembaga harus memperhatikan tentang kemampuan calon anggota
pembiayaan dalam manajemen usaha yang dilakukan calon anggota.
d. Capital
Calon anggota harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama
pada modal.

e. Collateral

35 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 362
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Pihak lemabaga harus dapat menganalisis usaha calon anggota
pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya.
Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali pada

lembaga maka perlu dikenakan jaminan.*®

4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh
bank syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip
syariah dalam kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik
lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Dari sudut
pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan
syariah merupakan inti dari integritas dan kreabilitas bank syariah.
Eksitensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Islam akan pelaksanaan ajaran Islam menyeluruh (kaffah) termasuk dalam
kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan
keyakinan masyarakat pada lembaga keuangan syariah didasarkan dan
dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi

dalam aturan operasional instistusi tersebut.
Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan
kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh
pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan

pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

** Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012),
him. 172.
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5. Penetapan Nisbah

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, pihak bank syariah
akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan
periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan
usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau
anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah
masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil.

Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus
melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi
hasilnya.>” Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian.
Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar
sampai pada tahap kesepakatan. Kesepakatan tentang nisbah ini
selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah,
manajemen bank syariah akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai
dengan nisbah tersebut. Bagi hasil baru akan dibayar setelah terjadi
penjualan, itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil
karena memang usahanya merugi. Dari mekanisme tersebut, sistem bagi
hasil lebih kompetitif. Konsumen tetap akan mendapatkan harga jual

produk dengan harga yang wajar, meskipun situasinya krisis.

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press,
2004), him. 121
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B. Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas
tingkat suatu pelayanan yang baik, kualitas layanan (service quality)
sebagai hasil persepsi dari hasil perbandingan antara harapan pelanggan
dengan kinerja aktual pelayanan.®® Selain itu, pengertian kualitas layanan
juga disebut sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi tingkat
keinginan pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau
dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka
kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Apabila
jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka
kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.
Sebaliknya jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang
diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk.*

Dalam menilai baik tidaknya kualitas layanan bukanlah dari sudut
pandang atau persepsi perusahaan (penyedia jasa) melainkan berdasarkan
sudut pandang atau persepsi nasabah (pengguna/penerima jasa). Maka dari
itu kualitas pelayanan yang baik akan menimbulkan timbal balik yang baik

terhadap perusahaan. Perusahaan yang mampu memberikan layanan yang

180

%% Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), him.

3 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), him. 59
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baik kepada nasabah atau pelanggannya memiliki peluang terbesar untuk
bisa terus dikunjungi oleh pelanggannya.*’
2. Dimensi Kualitas Pelayanan

Secara umum para peneliti menggunakan acuan lima dimensi
kualitas pelayanan (SERVQUAL/Service Quality) yang dikembangkan
olen Parasuraman, Zeithmal dan Berry vyaitu assurance, reliability,
tangible, empathy dan responsiveness. Namun dimensi kualitas layanan
tersebut bersifat general, sehingga jika diterapkan pada perusahaan yang
memiliki karakteristik spesifik memerlukan modifikasi seperti perusahaan
perbankan Islam (syariah). Berdasarkan hal tersebut, Othman dan Owen
menyodorkan dimensi CARTER untuk mengukur kualitas layanan
perbankan Islam yang dikembangkan dari konsep SERVQUAL, dengan
tambahan dimensi compliance. Sedangkan dimensi yang lain sama dengan
dimensi dalam SERVQUAL. CARTER merupakan singkatan dari enam
dimensi kualitas layanan yaitu Compliance, Assurance, Reliability,
Tangibles, Empathy, Responsiveness. Dimensi kualitas layanan perbankan
Islam (syariah) yaitu:**
a. Compliance atau kepatuhan pada prinsip Islam yaitu kemampuan

perusahaan atas kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah meliputi

0 Adi Krismanto, Tesis:”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah
(Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesian Cabang Semarang Pattimura), (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2009), him. 35

** Anis Dewi Lestari, Skripsi: “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas
Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Semarang”,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2013), him. 28
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menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip Islam,
menerapkan ketentuan layanan dan produk Islami.

. Assurance atau jaminan yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan
kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa
percaya para pelanggan kepada perusahaan. Dalam Islam,
memberikan pelayanan harus bersikap lemah lembut,menghilangkan
sikap keras hati dan harus memiliki sikap pemaaf kepada nasabah
supaya nasabah terhindar dari rasa takut, tidak percaya dan perasaan
adanya bahaya dari pelayanan yang diterima.

Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk
memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat
dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang
berarti ketepatan waktu pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

. Tangibles atau bukti langsung yaitu kemampuan perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada eksternal, penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan, bukti nyata
pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa meliputi fasilitas fisik
(gedung perlengakapan dan peralatan yang digunakan/teknologi serta
penampilan pegawainya). Dalam Islam pelayanan yang berupa
bangunan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan atau tidak

berlebih-lebihan/bermegah-megahan.
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e. Empathy atau empati yaitu memberikan perhatian yang tulus bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan
berupaya untuk memahami keinginan konsumen. Dimana suatu
perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengatahuan tentang
pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta
memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

f. Responsiveness atau daya tanggap Vyaitu suatu kemauan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan
tepat pada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas.
Membiarkan nasabah menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas
menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Islam
menganjurkan untuk bersikap profesional yaitu dapat bekerja dengan
cepat dan tanggap sehingga tidak menyia-nyiakan amanat yang
menjadi tanggung jawabnya.

3. Persepsi Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan dapat diukur baik atau tidaknya berdasarkan
sudut pandang nasabah bukan berdasarkan penyedia jasa. Meskipun
demikian, bukan berarti kualitas pelayanan tidak dapat diukur. Persepsi
terhadap kualitas pelayanan didefinisikan sebagai penilaian menyeluruh
atas keunggulan suatu jasa.* Kualitas pelayanan merupakan keseluruhan

ciri dan karakteristik dari suatu produk/jasa dalam memenuhi kebutuhan

2 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), him. 61
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dan selera pelanggan/nasabah.*® Dengan demikian, persepsi nasabah
tentang kualitas pelayanan merupakan proses nasabah untuk memilih,
mengelola dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh tentang
pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah dan kemudian akan
direspon melalui tindakan.

Semakin banyak komplain yang diterima bank menandakan bahwa
kualitas pelayanan yang diberikan bank kurang memuaskan.Kualitas
pelayanan yang dilakukan bank ikut berperan dalam memajukan usaha
bank. Kualitas pelayanan yang baik akan meminimumkan keluhan
nasabah terhadap bank. Kualitas pelayanan yang baik dari bank
merupakan respon yang dilakukan bank terhadap keinginan maupun
kebutuhan nasabah. Dengan merespon keinginan nasabah maka nasabah
akan merasa lebih dihargai oleh bank sehingga minat nasabah untuk
menabung di bank tersebut semakin besar. Minat Menabung Nasabah
yang tinggi dapat menciptakan nasabah yang loyal sehingga peluang

nasabah untuk pindah ke bank lain semakin kecil.

C. Nasabah
1. Pengertian Nasabah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak

* Rambat Lupiyo, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), him. 114
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yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.**

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang

dimaksud dengan nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan

atau menjadi pelanggan suatu bank (dalam hal keuangan).*

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang
yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal
keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan
asuransi, perbandingam pertalian.*® Sedangkan Muhammad Djumhana
menyebutkan nasabah ~ merupakan konsumen dari pelayanan jasa
perbankan.

Definisi nasabah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.

o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

*> KBBI “Pengertian Nasabah”, diakses dari https://kbbi.web.id/nasabah.html, pada
tanggal 2 Juni 2020 pukul 07:39 WIB.

% Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2003), him. 775
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2. Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah adalah untuk menerangkan tingkah laku individu
dalam melakukan pemilihan barang yang akan dikonsumsikan. Definisi
perilaku nasabah sendiri menurut Basu Swastha dan T. Hani Handoko
adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan
dan mempergunakan barang-barang dan jasa, transaksi dalam proses
pengambilan keputusan dan persaingan satu penentuan kegiatan-kegiatan
tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku
nasabah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu,
kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan
keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomi
yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku nasabah adalah:

a. Pengaruh Lingkungan, perilaku keputusan mereka dipengaruhi budaya,
kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi.

b. Pengaruh Individual, pengaruh individual antara lain sumber daya
manusia, motivasi dan Kketerlibatan, pengetahuan nasabah tentang
karakteristik produk, sikap, dan kepribadian seseorang untuk
melakukan motif dalam melakukan pembelian dari suatu produk.

c. Proses Psikologis, pilihan pembelian sesseorang juga mempengaruhi
oleh faktor-faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, proses

pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap.
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3. Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah untuk membeli atau tidak suatu produk atau
jasa merupakan saat yang penting bagi kebanyakan lembaga keuangan.
Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah
cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik
direncanakan atau keliru menetapkan sasaran. Jadi, para pemasar sangat
tertarik denganpengambilan keputusan nasabah. Keputusan untuk tidak
membeli juga merupakan alternatif.*’

Tidak semua situasi pengambilan keputusan nasabah menerima
(membutuhkan) tingkat pencarian informasi yang sama. Tiga tingkat
pengambilan keputusan yang spesifik yaitu pemacahan masalah yang luas,
pemecahan masalah yang terbatas dan perilaku sebagai respon yang rutin.
Pemecahan masalah yang luas, pada tingkat ini, nasabah membutuhkan
berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria guna menilai
produk-produk tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap
produk yang akan dipertimbangkan.

Pemecahan masalah yang terbatas, pada tingkat ini nasabah telah
menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai
merk, tetapi mereka belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap
kelompok produk tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka

lakukan  merupakan penyesuaian  sedikit-sedikit, mereka harus

* Leon Schiffman, Leslie Lazar, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Indeks, 2008), him. 516
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mengumpulkan informasi produk tambahan untuk melihat perbedaan di
antara berbagai produk.

Perilaku sebagai respon yang rutin, pada tingkat ini, nasabah sudah
mempunyai pengalaman mengenai ketegori produk dan serangkaian
kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai produk yang
sedang mereka pertimbangkan. Dalam berbagai situasi, mereka mungkin
mencariinformasi tambahan, dalam situasi ini lain mereka hanya meninjau
kembali tentang apa yang mereka ketahui.*®

Perilaku Konsumen akan menentukan proses pengambilan
keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah
pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari lima tahap. Adapun
lima tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang
umum dilakukan oleh seseorang™®, yaitu:

a. Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan atau menganalisis masalah yang dilakukan
oleh konsumen ini ditujukan terutama untuk mengidentifikasi adanya
keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika
kebutuhan tersebut sudah diketahui maka konsumen akan segera
memahami adanya kebutuhan yang belum segera dipenuhi atau masih
bisa ditunda pemenuhannya. Kebutuhan konsumen mungkin muncul
karena penerimaan informasi baru tentang suatu produk, kondisi

ekonomi, periklanan, atau karena kebetulan. Selain itu, gaya hidup

*® Leon Schiffman, Leslie Lazar, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Indeks, 2008), him. 487
* Basu Swastha, Manajemen Pemasaran, (Banten: Unversitas Terbuka, 2014), him. 34
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seseorang, kondisi demografis, dan karakteristik pribadi dapat pula

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang.

. Proses informasi konsumen

Setelah mengenali keinginan dan kebutuhannya, konsumen akan
atau tidak akan mencari informasi lebih banyak. Tahap kedua dalam
proses pengambilan keputusan beli ini menunjukan bahwa konsumen
dapatmempertimbangkan segi manfaat dan pengorbanannya untuk
mendaptkan informasi. Pencarian sumber-sumber informasi oleh
konsumen dilakukan secara selektif. Konsumen memilih informasi
yang paling relevan bagi benefit yang dicari dan sesuai dengan
keyakinan dan sikap mereka.

Evaluasi produk / merek.

Tahap ketiga dalam pengambilan keputusan beli adalah
mengevaluasi  berbagai alternatif pembelian. Konsumen akan
mengevaluasi karakteristik dari berbagai produk / merk dan memilih
produk / merk yang mungkin paling memenuhi benefit yang
diinginkannya. Konsumen menggunakan informasi yang disimpan
dalam memori dan diperoleh dari sumber luar untuk mengembangkan
sejumlah kriteria. Standar ini akan membantu konsumen dalam

mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif.

. Pembelian.

Setelah mengevaluasi berbagai alternatif yang ada, sekarang tiba

saatnya bagi konsumen untuk membuat keputusan apakah membeli
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atau tidak di antara alternatif yang ada. Jika dianggap bahwa keputusan
yang dibuat adalah membeli, maka konsumen akan menjumpai
serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, merek, penjual,
jumlah produk, waktu pembelian dan cara pembayaran. Dalam
pembelian, beberapa aktivitas lain diperlukan, seperti pemilihan toko,
penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinanfinansialnya.
Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan
dengan didukung oleh daya beli maka kegiatan pembelian dilakukan.
Evaluasi Pasca Beli.

Perilaku konsumen pasca beli dapat mempengaruhi pembelian
ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucaapan pembeli kepada pihak
laim tentang produk yang sudah dipakainya karena sekali konsumen
melakukan pembelian maka evaluasi pasca pembelian akan terjadi.
Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan
puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian akan berkurang.>

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berbeda-beda untuk
masing-masing pembeli yang berbeda, disamping produk yang dibeli
dan saat pembeliannya berbeda. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan
ke dalam dua golongan, yaitu:

1) Stimulus atau kekuatan-kekuatan lingkungan, yang mencangkup

budaya, sub budaya, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga,

>0 Pandji Anoraga, Manaemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), him. 228
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situasi sosial, nilai-nilai norma, dan peranan sosial, dan variabel-

variabel bauran pemasaran.

2) Faktor-faktor individual, yang mencangkup persepsi, motif,
pembelajaran, sikap, keyakinan, kepribadian, pengalaman, konsep
diri, dan gaya hidup.

Selain itu, keputusan yang dibuat oleh pembeli mengalami suatu
proses dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan-kekuatan lingkungan
dan faktor-faktor individual mempengaruhi proses keputusan beli yang
dimulai dari penentuan kebutuhan atau pengenalan masalah sampai
evaluasi pasca beli.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan

Stimulus Pemasaran:
1. Produk
Kekuatan 2. Harga
- 3. Distribusi
Kekuatan 4. Promosi
al:g ung StlmUIES Ia|n.. Proses Pengambilan
1. Ekonomi Keputusan:
2. Tekn.ologl 1. Menentukan
3. PO'('jt'k kebutuhan
4. Budaya [ 2. Mencari
Informasi
Psikologi Konsumen: T Keputusan
1. Motivasi 3. Mengevaluasi Nasabah
Faktor- S it ‘ alternatif
Fak'tc?r 3- bembelani Keputusan
Individua - rembelanjaan pembelian
| 4. Memori
o 4. Pasca
Karakteristik ;
Pembelian
Konsumen:
>, Budaya
2. Social
3. Pribadi

Gambar 2.1
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4. Preferensi Nasabah

Preferensi berasal dari bahasa Inggris, prefer yang artinya lebih
suka atau melebihkan, sedangkan preference bisa diartikan pilihan.
Preferensi nasabah adalah suatu sikap nasabah dalam memilih-milih sebab
produk yang yang akan dikonsumsi berdasarkan tingkat keputusan relatif,
sesuai dengan kehendak merek atau stimuli.

Preferensi nasabah adalah pilihan suka atau tidak suka oleh
seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi
nasabah menunjukkaan kesukaan nasabah dari berbagai pilihan produk
yang ada.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
preferensi nasabah merupakan kecenderungan untuk memilih kombinasi
produk yang lebih disukainya sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan
seleranya. Dalam hal ini, seorang nasabah diasumsikan mampu
membedakan setiap produk yang dihadapinya, serta mampu membuat
daftar urutan preferensi (rank preference) atas seluruh produk tersebut.
Teori preferensi ini digunakan untuk menganalisistingkat kepuasan
nasabah, misalnya seseorang ingin mengunakan produk dengan sumber
daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau
utilitas yang diperoleh menjadi optimal.

Pengukuran preferensi nasabah bermanfaat bagi pimpinan bisnis,
yaitu mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau bekerjanya proses

bisnis, mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya
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melakukan perbaikan secara terus-menerus, terutama untuk hal-hal yang
dianggap penting oleh para pelanggannya, dan menentukan apakah
perubahan dilakukan mengarah ke perbaikan (improvement).>

Hubungan preferensi biasanya diasumsikan memiliki tiga sifat

dasar, yaitu:
a. Kelengkapan (completeness)

Jika A dan B merupakan dua kondisi atau situasi, maka tiap orang
selalu harus bisa menspesifikasi apakah A lebih disukai daripada B, B
lebih disukai deripada A, atau A dan B sama-sama disukai. Dengan
dasar ini tiap orang diasumsikan tidak bingung dalam menentukan
pilihan, setiap orang tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan
dengen demikian selalu bisa menjatuhkan pilihan di antara dua
alternatif.

b. Transitivitas (transitivity)

Jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B, dan lebih
menyukai B daripada C, maka orang tersebut harus menyukai A
daripada C. Dengan demikian seorang tidak bisa mengartikulasikan
preferensi yang salin bertentangan.

c. Kontinuitas (continuity)

Jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B ini berarti

segala kondisi di bawah A tersebut disukai daripada kondisi di bawah

B.

> Bilson Simanora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Umum, 2004), him. 35



58

Diasumsikan tiap orang mengikuti dasar di atas, dengan demikian
tiap orang selalu dapat membantu menyusun ranking semua situasi atau
kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak
disukai dari bermacam barang dan jasa yang tersedia. Seorang yang
rasional akan memilih barang yang paling disenangi. Dengan kata lain,
dari sejumlah alternatif yang ada orang lebih cenderung memilih
sesuatu yang dapat memaksimalkan kepuasannya. Hal ini sejalan
dengan konsep “barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasaan
yang lebih besar dari barang yang kurang diminati”.>

5. Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah adalah untuk menerangkan tingkah laku individu
dalam melakukan pemilihan barang yang akan dikonsumsikan. Definisi
perilaku nasabah sendiri menurut Basu Swastha dan T. Hani Handoko
adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan
dan mempergunakan barang-barang dan jasa, transaksi dalam proses
pengambilan keputusan dan persaingan satu penentuan kegiatan-kegiatan
tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku
nasabah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu,
kelompok atau orgamisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan

keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomi

> Aprilia Wahyu Dini, Skripsi: Analisis Preferensi Nasabah Bank Syariah di Kota
Surakarta, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007), him. 36
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yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku nasabah adalah :

a. Pengaruh Lingkungan, perilaku keputusan mereka dipengaruhi budaya,
kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi.

b. Pengaruh Individual, pengaruh individual antara lain sumber daya
manusia, motivasi dan Kketerlibatan, pengetahuan nasabah tentang
karakteristik produk, sikap, dan kepribadian seseorang untuk
melakukan motif dalam melakukan pembelian dari suatu produk.

Proses psikologis, pilihan pembelian sesseorang juga mempengaruhi
oleh faktor-faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, proses

pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap.

D. Menabung

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan
menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan
perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal
yang tidak diinginkan.>®

Menabung adalah kegiatan mengamankan dana agar dana tidak
mengalami pengurangan jumlah pokok. Didalam menabung, pemilik dana,
tidak akan mengalami kerugian. Namun, jika dana yang dimiliki ditabungkan
di bank maka akan bertambah, minimal akan mendapatkan bonus (jika di

syariah dilakukan dengan akad wadiah). Jadi dalam menabung risiko relatif

>* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001) him. 153
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kecil, atau bahkan dapat dikatakan tidak berisiko, karena pokok akan kembali
kepada pemilik.>* Dalam al-Qura’an terdapat ayat yang secara tidak langsung
telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara
lebih baik.

Sedangkan pengertian tabungan berdasarkan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Republik
Indonesia No.10 Tahun 1998) adalah simpanan yang penarikannya hanya
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tatapi tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Seorang yang ingin menabung di lembaga keuangan syariah dapat memilih

antara akad al-wadiah atau al-mudharabah.

E. Perbankan Syariah
1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata
bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak
yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia
adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan
pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha

dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

> Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Figh dan Keuangan, (Yogyakarta:
UPP STIM YKPN, 2014), him. 155
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Berdasarkan penggabungan kedua kata yang dimaksud di atas,
maka akan didapat dua kata yakni bank syariah. Dimana yang dimaksud
dengan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi
sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang
kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan
hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic Banking atau
interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan
operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir),
dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).”

Dalam pengertian lain, bank Islam atau selanjutnya disebut dengan
bank syariah, adalah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak
mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank
tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi
SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang Yyang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwata Atmadja
membedakan pengertian bank syariah menjadi dua pengertian, bank Islam
dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Pertama yang
dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-

prinsip syariah Islam. Kedua, bank Islam adalah bank yang tata cara

> Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 1
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beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.
Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank
yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah
Islam.
Dasar Hukum Bank Syariah

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam
memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain bank
syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan
pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan
umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah menjadi
jawaban dengan lahirnya bank Islam.*®

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui
keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis
normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di
antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan

syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota

** Muhammad , Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002), him.13-14
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Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional
dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah,
asuransi syariah, pegadaian syariah dan semacamnya). Pengakuan secara
yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembangan secara
luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan
kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang
khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.>’
3. Visi, Misi, dan Sasaran Perbankan Syariah

a. Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan
syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian
yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan
pembiayaan berbasis bagi hasil (sharm based financing) dan transaksi
riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna
mencapai kemaslahatan masyarakat.

b. Misi perbankan syariah berdasarkan visi dimaksud, misi yang
menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang
kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istigamah
terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil,
yang meliputi sebagai berikut:

1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta

kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;

> Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 2
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2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan
pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan
operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;

3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan  efisiensi
operasioinal perbankan syariah;

4) Mendesain kerangka entry and exit perbankan syariah yang dapat
mendukung stabilitas sistem perbankan.

Sasaran Perbankan Syariah
Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk

mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat

dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor
yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri

di masa yang akan dating, manfaat dan tantangan yang ada, serta

kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan stakeholders

lainnya.
Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011
adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang
ditandai dengan: (a) tersusunnya norma-norma keuangan syariah
yang seragam (standardisasi); (b) terwujudnya mekanisme kerja
yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional

perbankan, baik instrumen maupun badan terkait; (c) rendahnya
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tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah
dalam setiap transaksi.

2) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan
syariah, vyaitu (a) terwujudnya kerangka pengaturan dan
pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya
dan didukung oleh sumber daya insani yang handal; (b)
diterapkannya konsep coorporate governance dalam operasi
perbankan syariah; (c) diterapkannya kebijakan exit dan entry yang
efisien; (d) terwujudnya real-time supervision; (e) terwujudnya self
regulatory system.

3) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan efisien,
yang ditandai dengan: (a) terciptanya pemain-pemain yang mampu
bersaing secara global; (b) terwujudnya aliansi strategis yang
efektif; (c) terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-
lembaga pendukung.

4) Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan
bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya safety
net yang merupakan Kkesatuan dengan konsep operasional
perbankan yang berhati- hati; (b) terpenuhinya kebutuhan
masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh
Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan

nasional; (c) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan
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dapat melayani seluruh segmen masyarakat; (d) meningkatnya

proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang
diungkapkan di atas, mempedomani nilai-nilai dasar ajaran agama
Islam yang pada pelaksanaannya harus melalui penghayatan dan
penerapan dalam setiap kegiatan operasionalnya.  Sasaran
pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual
dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah

lainnya dalam upaya pencapaian sasaran.*®

F. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kualitas produk dan pelayanan terhadap

keputusan nasabah menabung sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk

jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian

dalam skripsi ini, menjadi penting untuk di deskripsikan penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.3
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
No | Nama/ Judul Penelitian Tempat Metode Hasil
Tahun Penelitian | Analisis Penelitian
1 Desiana, Faktor-Faktor yang | Kota Metode Produk dan
Dewi Mempengaruhi Tasikmalay | Kuantitatif, | pelayanan
Susilowati, | Keputusan Nasabah | a Teknik berpengaruh
Negina untuk Pengumpul | positif
Kencono Menggunakan Jasa an data terhadap

58Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 8
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Putri Perbankan Syariah kuesioner keputusan
(2018) di Kota pelanggan
Tasikmalaya memakai
jasa
perbankan
syariah
dengan
tingkat
signifikansi
yang tinggi
di antara
faktor lain.
Dedy Pengaruh Kualitas | Bintaro Metode kualitas
Trisnadi, Produk dan Kuantitatif, | produk
Agus Kualitas Layanan dengan menjadi
Kusumara | Terhadap Minat penyebaran faktor
mdhani Menabung Kembali kuesioner dominan
(2013) Studi Kasus pada
PT Bank CIMB yang
Niaga TBK Bintaro mempengar
uhi minat
menabung
kembali
pelanggan.
Muhamma | Pengaruh Nilai Kudus Metode Kualitas
d Sof’an Nasabah, Kualitas Kuantitatif, | produk
dan Produk, Kualitas dengan memiliki
Supriyadi Jasa Syariah, dan penyebaran | pengaruh
(2016) Kepuasan terhadap kuesioner yang
Loyalitas Nasabah signifikan
dengan Studi Kasus terhadap
Bank Mandiri loyalitas
Syariah Kudus nasabah.
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Zakaria Pengaruh Produk Bangka Metode kualitas
Harahap dan Lokasi Belitung Kuantitatif, | produk dan
dan Juwita | terhadap Keputusan dengan lokasi
Anggraini Nasabah Menabung penyebaran | berpengaruh
(2017) dengan Studi Kasus kuesioner secara
Bank Sumsel Babel simultan
Cabang Prabumulih terhadap
Unit Layanan keputusan
Syariah nasabah
menabung
Bagja Pengaruh Kualitas | Kota Metode Terdapat
Sumantri Pelayanan dan Yogyakarta | Kuantitatif, | pengaruh
(2014) Produk Pembiayaan dengan positif
terhadap Minat dan penyebaran | kualitas
Keputusan menjadi kuesioner pelayanan
Nasabah di Bank dan produk
Syariah pembiayaan
terhadap
minat dan
keputusan
menjadi
nasabah bank
syariah di
Kota
Yogyakarta.
Ali Pengaruh Kualitas | Salatiga Metode Kualitas
Mahmudi Produk Tabungan Kuantitatif, | produk
dan Agus dan Kualitas dengan tabungan dan
Waluyo Pelayanan terhadap penyebaran | kualitas
(2015) Minat Menabung di kuesioner pelayanan

BMT Tumang
Cabang Salatiga

secara parsial
berpengaruh

positif dan
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signifikan
terhadap
minat
menabung di
BMT
Tumang
Cabang
Salatiga.
Farhana Pengaruh Kualitas | Kota Kediri | Metode Kualitas
Aprilia Produk dan Citra Kuantitatif, | produk
Irfa’i Perusahaan dengan pendanaan,
(2016) Terhadap penyebaran | pembiayaan,
Keputusan Nasabah kuesioner dan citra
Dalam Menabung perusahaan
di Bank Jatim berpengaruh
Syariah Cabang secara
Kediri signifikan
terhadap
keputusan
nasabah
menabung
Rudy Pengaruh Kualitas | Madura Metode Variabel
Haryanto, Produk, Kualitas Kuantitatif, | kualitas
Hotman Layanan, Nilai dengan produk
Panjaitan, Nasabah terhadap penyebaran | terhadap
dan Ujianto | Citra Perbankan kuesioner keputusan
(2016) serta Implikasinya menabung
pada Keputusan pada
Nasabah Menabung perbankan
dengan syariah di
Karakteristik Madura
Nasabah sebagai berpengaruh

Variabel

signifikan
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Moderating pada
Perbankan Syariah

atau dapat
dipercaya.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan mengenai hubungan

antara variabel Independen (X;) Kualitas Produk Pendanaan dengan

hipotesis 1, (X;) Kualitas Produk Pembiayaan dengan hipotesis 2, (X3)

Kualitas Pelayanan dengan hipotesis 3, memiliki keterkaitan secara parsial

dengan variabel Dependen (Y) Keputusan Nasabah dalam Menabung. Dan

hipotesis 4 yaitu Kualitas Produk Pendanaan, Pembiayaan, dan Pelayanan

memiliki keterkaitan dengan variabel (Y) Keputusan Nasabah dalam

Menabung, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual

sebagai berikut:

Pendanaan (X;) Hy
Kualitas | —"]
Produk
Pembiayaan (X,) H,
Kualitas H
Pelayanan 3
(X3)
H,

Gambar 2.2

Keputusan
nasabah
menabung
(Ya)




